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PENGELOLAAN UTANG/PINJANIAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAI-I I.tUMAH SAKIT i.]MUM DAERAH SAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR )

Menimbang : bahr,va dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal aZ ayat l5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan lJirrum l)aerah, perli-i menetaokan Peraturan
Bupati tenta-ng Perrgeiolaar: Litang/Pinjaman Jangka Pendek
Pada Badan La;zanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Sayang;

Mengingat : 1. lJndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan F'rovinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Urrdang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah lJndang-undang Nomor 14
Tahun 19.50 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah
Kaburpaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral
(Lembaran l\.legara'Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tarnbahan Lembaran Negarzi Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-LLrdang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbenriaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor a355);
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J. Unclang-IJr-rdang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr-rn 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah
beberapaka"li diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tenl-ang Perubahan Kedua Atas
Undar-rg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintatra.n Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Reprrblik indonesia Nomor 5679);

Peraturan [)emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kertangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia'Nomor- a57 8);

Peraturan N4enteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Ea,Can l,ayanan Umum Daerah (Berita Negera
Repubiik indonesia t'ahun 20 i8 Nomor L2l3);

Peraturan Buplq"ti Cianjur Nomor O 1 Tahun 2008 tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Keias B (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 01)
sebagairnana telakr diubal-r dengan Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 7 'larhun 2Ol4 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2AO8 tentang Pedom'an
Teknis Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah R-umah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol4 Nomor 7);

MBMUTUSi(AN:

Bi.]PATI TENTANG PENGELOLAAN

4.

5.

6.

Menetapkan : PERATURAN
UTANG/PINJAiVIAN .TANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAF1 RU\4AH SAKIT UMI-]M DAERAH SAYANG.

BAB i
KtrTENTUAN UNIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.

2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaiah
Badan Layanan Umurn Daerah yang selanjutnya didingkat BLUD adalah
perangkat daerah atau unit kerla pada perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah yang dilrentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip elisiensi dan produktivitas.

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
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5.

Utang/Pinjaman Badan La-'7anan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
rJtanglPinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan
Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat
yang bernilai Llang ciari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Pemirnpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah ata.u Llnit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan L11num

daerah.

Perjarrjian lJtanglPin_iaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain
yang yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman
antara Badan Layanan Urrrum Daerah dengan pemberi pinjaman.

Belanja Operasional acialah seluruh biaya operasional yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan.

{
BAB iI

PERSYARATAN, KTWENAIJGAN DAN BATAS UTANG/PINJAMAN

Pasal 2

BLUD RSUD dapat melakukan Utang Pinjaman Jangka Pendek atas namarrya
sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

tJLanglPrnjama,n jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena
kegiatan operasional dan/atau yang diperoieh dengan tujuan untuk
menutup selisih antara j umlah kas yang tersedia ditambah proyeksi
jumlah penerimaau kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1

(satu) tahun arrggaran.

Utang/Pinjaman sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakart
Utang/Pinjaman BLUD RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama
dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali
utang/pinjaman yang meliputi pokok UtanglPinjaman, bunga dan biaya
lain seluruhnya harus clilr.rnasi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Utang/Pinjaman jarryka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan
Belanja Operasionai.

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
pengeluran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 4

BLUD RSUD dapat memiliki Utang/ Pinjaman sehubungan dengan
kegiatan operasionainya.

BLUD RSUD dapat memiliki UtanglPinjaman sehubungan dengan
perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lai.n.

6.

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

(s)
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(3) Pihak lain sebagairnana. d,imaksud pada ayat (2) dapat berupa usaha
dalam negeri baik br:r'upa lembaga keuangan perbankan mauplln
nonperbankan, badan risaha ataur BLUD.

(4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas UtanglPinjaman jangka
pendek.

Pasal 5

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman
jangka pendek adaiah:
a. kegiatan yang akan clibiayai dari penerimaan jasa layanan telah

tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD dalam
tahun anggaran berjalari, tetapi dan yang tersedia dari penerimaan
fungsional tidak/belum merrcr-tkupi untuk menutup
kebutuhan/ kekuran gan dana Jntr-rk membiayai kegiatan dimaksud;

b. kegiatan set-ragairrrana dimaksuci pada hruruf a merupakan kegiatan
yang bersifat menCesak ddr-r tidak dpaat ditunda;

c. saldo kas dan setara kas tsLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak
memadai untuk rnembiayai pengeluran dimaksud; dan

d. jumlah Utang/Pirlaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan
dengan jumlah LJtang/Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik
tidak melebihi LS % (lirna belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD
RSUD tahun a"nggaran sebelumnya yang bersumber langsung dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hibah terkait.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan yang mengatr.rr mengenai pengelolaan
keuangan BLUD.

trasa1 6

Kewenangan persetujuan atas Utang/Pirlamarr jangka pendek diberikan oleh:

a. pemimpin BLUD RSUD untuk peminjarnan yang bernilai sampai dengan
loo/o (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun
anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari dari anggaran
pendapatan dan beLanja daerah serta hibah terkait;

b. pemimpin BLUD RSLID atas perSetujuan dewan pengawas untuk
peminjaman di ata.s 107b (sepuiuh per-sen) sampai dengan 15% (lima beias
persen).

(1)

Pasal 7

Utang/Pinjaman iangka pendek dibuat dalam
Utang/Pinjaman yang ditandangani oleh pemimpin
Utang/Pinjaman.

Perjanjian Utang/Pinjaman seL,agaimana dimaksud
sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. peruntukan pinjarnan;
c. nilai pinjaman;

bentuk perjanjian
BLUD dan pemberi

pada ayat (1) paling(2\
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d. hak dan kewajiban;
e. tata cara pembayaran;
f. jangka waktu pembayaran;
g. penyelesaian sengketa; dan
h. keadaan kahar.

BAB IIi
PEMBAYARAN DAI{ PL]NATAUSAHAA}{ UTANG/ PINJAMAN

Pasal B

(1) Pejabat keuangan BLUD.. RSLID melaksanakan pembayaran pokok
pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuhg tempo sesuai
perj anjian utang/ pinj aman.

(2) Kewajiban yang timLrul sebagai akibat dari perjanjian Utang/Pinjaman
men-rpakan tanggung j awab RLUD ,RSUD.

Pasal 9

(1) Penatausahaan Utang/ Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat
keuangan BLUD RSUD.

(2) Penatausahaan Lltang/Pinja"man jangka pendek mencakup kegiatan:
a. administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman; dan
b. akuntansi pengeiolaan Utang/Pinjaman.

BAB IV
NIONiTORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD P.SUD rnelakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas
pengeiolaan Utang lPinjarnan jangka pendek.

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan
Utang/Pinjaman yang rendah, Pemirnpin BLUD RSUD mengambil langkah
penyelesaian.

(3) Pimpinan RSUD BLUD melakukan evaiuasi kinerja kegiatan yang didanai
dari Utang/Pinjaman praling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran
dan/atau kinerja yang teiali diteta"pkan.

BAB V
PEI$GELOLAN PiN.IAMAN

Pasal 1 1

(1) Pejabat keuangan BLLID RSUD rnenyampaikan iaporan bulanan kepada
Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran
kewaj iban yang timbul akiLrat perj anj ian U tang I Pinj aman.
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(2)

(3)

Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan kepada pemimpin
BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/pinjaman
jangka pendek.

Laporan buianan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada dewan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

BLUD RSUD dapat mengajukair perubahap kegiatan yang didanai dari
Utang/Pinjaman setalah melakukan evaluasi kinerja kegiatan dan mendapat
persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

I

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

'g tn*t Pr?ls

Ditetapkan di Cianjur
. " F_1d1-tanggal il !{tt t*19

'." \$ PELAKSANA TUGAS
.rli{Ttur+i{c1eNJuR,

{t"{ ik}r-

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR


